BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Dilakukannya kemitraan antara Koperasi Perikanan dengan investor
cold storage asing berdasarkan suatu keadaan yang saling
membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Diketahui hubungan
hukum yang terjadi adalah Koperasi Perikanan yang melakukan
kegiatan usahanya di bidang perikanan tangkap, akan berkedudukan
sebagai produsen dari barang yang dibutuhkan oleh investor cold
storage asing dalam melakukan usaha penanaman modal di bidang cold
storage, dalam suatu perjanjian jual-beli. Berdasarkan hal tersebut,
maka pola kemitraan yang sesuai dari hubungan tersebut adalah pola
kemitraan perdagangan umum, dimana peran Koperasi Perikanan
adalah sebagai pemasok barang, dan investor cold storage asing
berperan dalam menerima pasokan barang hasil produksi dari kegiatan
yang dilakukan oleh Koperasi Perikanan.

Peran pemerintah dalam hubungan kemitraan antara Koperasi
Perikanan dengan investor cold storage asing adalah dengan cara
memuat peraturan yang dapat menjadi dasar hukum dari diadakannya
hubungan kemitraan tersebut, hal ini sebagaimana dalam undang-
undang koperasi, yaitu UU No. 25/1992 belum mengatur bahwa
koperasi dapat melakukan kerja sama dengan usaha asing. Selain
membuat landasan hukum, pemerintah juga berperan dalam melakukan
sosialisasi dari hukum yang dibuatnya, hal ini dalam rangka mendorong
koperasi untuk tumbuh dan berkembang di era penanaman modal di
Indonesia.  Selain  dengan membuat landasan hukum dan

mensosialisasikannya, pemerintah juga berperan dalam melakukan
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pengawasan dalam kemitraan yang terjadi antara koperasi dengan

investor asing.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1.

Diperlukannya perbaikan substansi dasar hukum koperasi, yakni UU
No. 25/1992, bahwa koperasi dalam mengembangkan bidang usaha
yang dilakukannya dapat dengan cara melakukan hubungan kemitraan
dengan investor asing, lebih khusus, penanam modal asing. Sehingga
menyinkronkan pengaturan mengenai perkoperasian tersebut dengan
bunyi Pasal 13 UU No. 25/2007;

Penambahan substansi dalam UU No. 25/1992 mengenai pola dalam
melakukan hubungan kemitraan yang akan dilakukan koperasi jika
melakukan kerja sama dengan investor asing, yang mana akan jelas
peran dan kedudukan koperasi dalam hubungan kemitraan tersebut.
Lebih lanjut, agar koperasi tidak dikategorikan sebagai UMKM,
sebagaimana terjadi di dalam UU No. 20/2008. Hal tersebut mengingat

kembali bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional.

Dalam diadakannya kemitraan antara koperasi dengan investor asing,
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
berperan dalam melakukan sosialisasi maupun pengawasan atas

kemitraan yang terjadi antara koperasi dengan investor asing.
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